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KEPUTUBAN BUPATI PESIBIR BELATAN
NOMOR : 400/ \%7 [Kpts/ BPT-P8/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA MONITORING DAN EVALUASI
UBAHA KESEHATAN BEKOLAH KABUPATEN PESISIR BELATAN TAHUN 2016

BUPATI PESIBIR SELATAN

Menimbang . a bahwa dalum rangka melakukan Pembinann Maonitoning den
Evaluasi Usnha Keschatan Sekolah (UKS) sebagm withana
untuk memotivasi pelaksanaan pembinean scoara terpadu di
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 dipandang perlu
membentuk Tim Pembina Monitoring dan Evaluast Usihi
Kesehatan Sekolah Kabupaten Pesisa Sclatun Tahian 20060,

L. buhwa berdasarkan Pertimbangan  sebageimnana dhimaksudd
pada hurul a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupat
Pesisir Sclatan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tuhun 14506, lentang
Pembentukan Dagrah Otonom Kabupaten Dulam Lingkungan
Daerah  Propinsl  Sumutera  Tengah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 29) Jis Unichany
Undang Drt. Nomor 21 Tehun 1957 (Lembaran Nepara
Republik Indonesin Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang:
Undang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik
Indonesin  Tahun 1958 Nomor 108, Tambabhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1043,

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang heuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nastonal (Lembaran Negoers Repubhk Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undeng-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang
" Pemeriksaun, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 6C, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

§ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerinteh Daerah (Lembaran Negara Republiic Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438},
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13.

14.

15.

Undang-Undang ~ Nomor 32 Tabun 2009  tentang
Perlindungen dan Pengelolaan Linghkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor
5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Keschatan
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tauhun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambuhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5507), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
1992 tentang Tenaga Kependidikan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91});

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Numor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan  Lembaran  Negura
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 ‘Tuhun 2007 tentung
Pembagian Urusan Pemerintahan  Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daeran Provinsi dan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentlang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741),

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran  Nepara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahuan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
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6. Instruksi  Presiden  Momor | Tubimn W4 tenting
Pelaksanoan Wajib Belajar Pendidiloan Doy,

17, Peraturan Mentert Didam Negeri Nomor 80 Tahas 20170
tentang Pembentuken Produk Huloum Doersh

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesimr Selatan Bomor 4 Tulion
2014 tentang Susunan Orgamsast don Tate Kera 1o
Dacruh Kabupaten Pesisir Selatan;

19, Peraturan Dacrah Kabupaten Pesinir Selatan Nomor 7 Tabiasn
2015 tentang Anggaran Pendupatan dan Helanje Duerih
Kabupaten Pesisir Selutan Tuhun Anpgaran 2010,

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ) Tehun 2015
tentang Standar Biaya di Lingkungen Prmenntah Duerab
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Angguran 2010,

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tabun 2019
tentang Penjabaran  Angparan  Pendapoton dion Belins )iz
Daerah Kabupaten Pesisy Selatan Tuhun Angeran 2010,

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pembina Monitoring dan  LEvaluss) Usuba
Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Pesisir Selatan Tehun 2016,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupasts
ini;

Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyal tugas:

tugas sebagai berikut :

a.Merumuskan kegiatan Teknis pengembangan kurikulum dan
sarana prasarana Pendidikan.

b.Membina dan mengembangkan program Usaha Keschatan
Sekolah (UKS) melalui jalur Ekstrakurikuler.

c.Melaksanakan pembinaan Manajemen Sekolah Sehat di
Sekolah.

d.Melaksanakan pembinaan dan pengembangan  Usaha
Keschatan Sekolah (UKS).

e. Memfasilitasi Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program
dibidang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) baik pusat maupun
Dacrah.

Tim Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Usahi  Kesehatan
Sekolah (UKS) dalam pelaksanaan ugas bertanpgung jowab
kepada Bupati Pesisir Selatan,

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan i
dibebankan pada Anggarun Pendupatan dun Belanye Docrah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan d
Pudie Langhy

'BUPATI PRBJSIR SELATAN,
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,dﬂ'mAN I+ KEPUTUBAN BUPATI PESISIR BELATAN

NHOMOR ¢ ADO[ V7 [Kpts/BPT-PB/2016
TANGGAL 1 26 FEBRUARI 2016

TENTANG 1 PEMBENTUKAN TIM PEMBEINA MONITORING DAN
EVALUSI UBAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN

PESIBIR OELATAN TAHUN 2016

1) Bununan Tim Pemblna Monltoring den Evalussi Usaha Kesehatan Sekolah
__Knbupaten Peslslr Selaton

No ‘ ~ | KEDUDURAN |
e I JABATAN DALAM DINASG ! DALAM TIM |
i i E=—— . 2 ) j 3

| Bupotl Pentulr Helatan o T . Pembina | {
S — ) ) S n—
2 | Wakil Bupatl Pesislr Selatan ‘ Pembina i
o R —————— - ———— - e — S — e i = - |
4| Bekretariy Daerah Kabupaten Pesislr Selatan ! Pengarah
4| Asisten Perekonomian, Pembangunan rl.m”Vf"':'ﬁl;"'rrlfrr?‘. Ketua |
Ralyat Sekretarint Daerah Knbupaten Pesisir Selatan !
. o — o —
8 Kepalo Dinas Pendidikon Kabupaten Pesisir Selatan, ] Ketua | ;
|
6 | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Sclatan. o {etua Il ‘
- |
7 | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten  Pesisir Ketua 1 j
Belatan |
|
e e e o ' —
# Ketus Tim Penpgerak Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ketua IV :
Pesinir Selatan
—_—
9 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat D.nmh‘*" Sckretans l
Kabupaten Pesisir Selatan, 1 l
10 | Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesinir | mﬁ}-_;g};ﬁf" B
Selatan l
11 | Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Pesisir Selutan e :\'mgu*t—,.z_ _“‘
-+ 12 | Kepala Bldang Pendidikan Menengah pada  Dinas Anggota
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
13 | Pokja IV Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Anggota
Pesisir Selatan
A J
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meRAN II i KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 400/ '*7 /Kpts/BPT-PS/2016

TANGGAL : 26 FEBRUARI 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA MONITORING DAN
EVALUSI USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2016

2) Susunan Tim Personalia Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Usaha Keschatan
Sekolah (UKS) Kabupaten Pesisir Selatan

KEDUDUKAN
No JABATAN DALAM KEDINASAN DALAM TIM
1 2 3
Kepala Bagian Kesejahteraan  Rakyat Sekretariat Daerah chala'
Kabupaten Pesisir Selatan. Sekretariat

Tim Pembina

POKJA1 : BIDANG PENDIDIKAN

1. | Kabid Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan | Ketua Merangkap
Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Anggota

2. | Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Alas pada Anggola
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir S-latan.

-.3. | Kasi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Anggolta
LT Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

4. | Kasubag Bina Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagiun Anggola
Kesejahteraan Rakyat Sekretarial Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan.

5. | Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Anggota
Apama Kabupaten Pesisir Selatan o R
POKJA II : BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

1. | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana pada | Ketua Merangkap
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Anggota

2. | Kasi Pelayanan Dasar Rujukan dan Khusus pada Dinas Keschatan Anggota
Kabupaten Pesisir Selatan.

3. |Kasubag Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Anggola
- Perempuan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretarial Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

4. | Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Anggota
Selatan. o o
POKJA III : BIDANG LINGKUNGAN SEHAT

1. | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat  Daerah | Ketua Merangkap
Kabupaten Pesisir Selatan Anggota

5 | Kabid Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Prasarana Jalan Anggota
Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan
Kabid Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan pada Anggota

3. | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

4.

Subid Evaluasi dan Informasi Lingkungan pada Badan Lin Cngnn Anggola
Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. e
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NOMOR : 400/ 137 [Kpts/BPT-P§/2016
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3) Susunan Sekretariat Tim Usaha Kesehatan Sekolah Knbugxgtgn_“I_’oaqur_‘S‘qlgt_gn_ .

TANGGAL : 2. FEBRUARI 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA MONITORING DAN EVALUSI
USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2016

N KEDUDUKAN
° s VASATAN DALAM TIM
1 2 a3 4
1 |Ir. Erizon, M.T Sckretaris  Dacrah 'Rl_l‘l")‘l]]—');-lv((‘vll Penanggungjawab
Pesisir Selatan L e
2 | Drs. Yunasri, MM Asisten Perckonomian, Wakil
Pembangunan dan | Penanggungjowab
Kesejahteraan Rakyal
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan.
3 | Syamsiwal, SH.MM Kepala Bagian Kescjahteraan Ketua
Rakyat Sekretariat Deerah
Kabupaten Pesisir Selatan.
4 | Gusmala Dewi, SE Kasubag Kesehatan, Keluarga Wakil Ketua
~ Berencana, dan Pemberdayaan
(- Perempuan pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan.
5 | Harteti, SH Kasubag Bina Agama, Sekretaris
Pendidikan, dan Kebudayaan
pada Bagian  Kesejahteraan
Rakyat  Sekretariat — Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.
6 | Syafnidar, SH Kasubag Generasi Muda, Anggota
Olahraga dan Sosial Teaaga
Kerja pada Bagian Kesejahteraan
Rakyat  Sekretariat ~ Dacrah
Kabupaten Pesisir Selatan. | I
7 | Apriani, SE Stal  Bagian  Kescjuhteraan Anggota
L Rakyat  Sekretariat ~ Dacrah Sekretariat
_ Kabupaten Pesisir Selatan. |
8 | Windy Febrionellin, A.Md | Stal  Bagian Kesejahteraan Anggola
Rakyat  Sekretariat Dacrah Sckretariat
Kabupaten Pesisir Selatan. S )
9 | Ismaizondra Stal  Bagian Kesejahternan Anggota _
Rakyat  Sek-ctarial Dacrah Sckretarial |
Kabupaten Pesisir Selatan. | |
10 | Susanti Rahayu, SE Stal  Bagian  Kesejahternan Angpota |
Rakyat  Sckretariat Dacrah Sckretariat
Kabupaten Pesisir Selatan. |
11 | Hendrianto, SE Stal  Bagian  Kesejahteraan Anggota
Rakyat  Sekretariat Daerah SfRretariat
Kabupaten Pesisir Selatan. B ,f“\
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